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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target
0] (2) (3) 4)
1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100%
Pertama Menengah Pertama/ MTS °
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Persentase muatan lokal yang masuk dalam
2 100%
Dasar kurikulum
No Sub Kegiatan Anggaran
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rp 10.765.071.000
Pertama
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Rp 50.849.400

Dasar

Jumlah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

Pangkat § Pembina TK.I
NIP.19650F12 199003 1 015

SENGKANG,

Rp 10,815,920,400

JANUARI 2023




PERJANJIAN KINFRJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No Savaran Regiatan Iiwhidator heglatan Targst
0 7T SR I
Pervertare hetermediann dokumen perern anasn,
| |M' . “"“('\ M:. PEpren. dun Deshad K penganggaran & evalual bener)a pernghat Daerah 100"
anghat yong dinisan waual belentuan
™ vt e ) N
3 sirasl Kevangan Peranghat Daereh : ;:r:ou Administrast Keuangan PO Tepat p—
) ~I ﬁm;m\ Bareng Millk Deerah Pada Peranghat Persentare DMD yang ODladministrad sesal standar 100%
—
4 |Administrad Kepegawalan Peranghat Daerah Persentae Pegawal PD yang dilayani 100
S |Adminiitrast Umum Peranghat Daerah ::':‘:“ sdminidtras umum PO Barjalan sesus! 100%
Pengadaan Rarang Milik Daerah Pe U
[ Pemerintah Dn:h o Fomamng Vremn Persentate BMD PO penunjang yang terpenuhl 100%
7 Du'nh 0en Joss Perunieng Urusen s Persentase Jasa penunjang urusan yang tenvedia 100%
8 Pemeliharaan Rarang Millk Daerah Peruinjang Persentase DMD penunjang urusan yang 100%
Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara
8 Pemeliharaan Rarang Milik Daerah Penunjang Persentase BMD penunjang unusan yang 100%
Urusan Pemerintahan Daerah terpelihare
9 |Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar :::nnun Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar / 100%
perientase Pengelolaan Pendidikan Sekolah
10 |Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Menengah Pertama/ MTS 100%
No Sub Keglaten Anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasl Kinerja
1 Peranghat Daerah Rp 211,000,000
2 Admistrasl Keuangan Perangkat Daersh Rp 229,215,718,292
3 Admistrasi Barang Millk Daerah Pada Perangkat Rp 15.000.000
Daerah
4 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Rp 91,500,000
§  Administrasl Umum Perangkst Daersh Rp 657.500.000
Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang
€ Urusan Pemerintah Daersh Rp 151,873,800
7 Pcnyo:Iun Jasa Perwnjang Urusan Pemerintahan Rp 615.540.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
. Urusan Pemerintahan Daerah Rp 1,488,000.000
9  Pengelolaan Pendidikan Sekolsh Dassr 36.129,220.000
Pengelotaan Pendidikan Sekolah Menengah
d Pertama 13.403,720,000
Jumiah Rp  281,979.072.092
SENGKANG, JANUARI 2023
KEPALA DINAS DIKAN DAN SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN
KIBUDAY WAJO
Al
Permbing TK!
NP 199003 1 015
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target
(1) 2) (3) (4)
1 |Pengeiolaan Pendidikan Sekolah Desar i.F;‘jlrsenta:;e Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar / 100%
No Sub Kegiatan Anggaran

1

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAY. . WAJO

NIP.1965}712 199003 1 015

Rp 24,992,609,000

Rp 24,992,609.000

SENGKANG, JANUARI 2023

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

LUKMA AR, S.E

Pangkat : Penata
NIP . 19700219 200906 1 002
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KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
1 |Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) T;::S;; e Pangeiotma Randidlion Anek Ui Dinl 100%
Persentase WNI umur 7 - 18 tahun yang belum
- menyelesaikan pendidikan dasar dan atau
2 {|Pegelchasi Plndiclley Fisticinal Kasee menengah yang berpartisipasi pada pendidikan 100%
kesetaraan
No Sub Kegiatan Anggaran
1 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp 8,595,404,000
2 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 1,063,700,000
Jumlah Rp 9,659,104,000

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
. WAJO

NIP.1965(712 199003 1 015

SENGKANG,

JANUARI 2023

KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAM
NONFORMAL

ALAMSYAH TAHIR,S.Pd..MM

Pangkat : Pembina
NIP . 19720822 199203 1 004
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KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

DrsqfFAISAL

Pangkat} Pembina TK.I
NIP.19650F12 199003 1 015

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
P tase P lolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1 |Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (15:310;5‘2 SrgeIciansy ensuciian runni L. Ly 100%
idik kolah
2 |Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar ::;' sertas Pengeielaan Pendidikan Sekelsh basar / 100%
3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100%
Pertama Menengah Pertama/ MTS
Persentase WNI umur 7 - 18 tahun yang belum
_— menyelesaikan pendidikan dasar dan atau &
4 [Pengslolamn Pendidikan Nonformysl/Mestaren menengah yang berpartisipasi pada pendidikan oo
kesetaraan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Persentase muatan lokal yang masuk dalam
5 s 100%
Dasar kurikulum
Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Persern'ase PETEREE Ku,ahta.s 'dan Kual.ltas
. ¥ s Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
6 |Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, ke e 4t 100%
3 Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non
PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
Formal/Kesetaraan
No Sub Kegiatan Anggaran
1 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp 1,601,000,000
2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 150,000,000
3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rp 120.000.000
Pertama
B Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 15,000,000
5 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Rp 15.000.000
Dasar
Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik J
©  Dasar. PAUD dan Pendidikan Non Rp L2008
: Formal/Kesetaraan
Jumlah Rp 1,916,000,000
SENGKANG, JANUARI 2023
KEPALA DINAS RIKAN DAN

* KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

(%

"

NAJMIAH,S.Pd.,M.Pd

Pangkat : Pembina TK.I
NIP . 197302171995012001
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KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang
1 Pelalunya dalarm Daceah Kabunsten/Keta Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 100%
€ 4 P Kabupaten/Kota
2 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat 100%
Pelakunyadalam Daerah Kabuopaten/Kota Pelakunyadalam Daerah Kabupaten/Kota °
3 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Persentase pelaksanaaan Pembinaan Sejarah Lokal 100%
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
; Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat o
4 |Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 100%
5 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat 100%
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
ki d
6 |Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota ca_ R 100%
dikelola
No Sub Kegiatan Anggaran
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat
1. R 65,000,000
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota P
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat
2 R 95,000,000
Pelakunyadalam Daerah Kabuopaten/Kota P
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah
3 Kabpite i Rp 100,000,000
Penetapan Cagar Budaya Peringkat
4 ,000,
Kabupaten/Kota i 000 OCfO
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat
5 Kabupate ta Rp 25,000,000
6 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Rp 30,000,000
Jumlah Rp 345,000,000

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

SENGKANG,

JANUARI 2023

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

KEBUDAY L WAJO -
~
. 58
B FAISAL Drs.SUDIRMAN,MH
Panckat : Pembina TK.I Pangkat : Pembina
NIP.19659712 199003 1 015 - NIP . 19691231 200701 1 126




KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat rakhmat Allah SWT, sehingga penyusunan Perjanjian Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2023 dapat terwujud tepat
waktu. Penyusunan perjanjian kinerja ini sebagai mana amanat Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wajo.

Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2023,
merupakan dokumen yang menyajikan sasaran strategis melalui program dan kegiatan
dengan didukung penganggaran guna mewujudkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wajo Tahun 2019 -2024 vyaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang
Berkarakter Religius, Cerdas dan Kompetitif” sebagai mana termuat dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 - 2024.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas diperlukan kerja keras yang sungguh sungguh
dan komitmen dari semua bidang dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar
dapat mewujudkan pelaksanaan perjanjian kinerja sesuai dengan target yang telah
ditetapkan. Perjanjian kinerja ini juga nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2023,
sebagai wujud komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel.

Akhir kata, disadari bahwa dokumen perjanjian kinerja ini masih jauh dari
kesempurnaan, sehingga kritik dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan demi
perbaikan penyusunan perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Wajo kedepan. Insya Allah dengan kerja keras dan bimbingan dariNya segala sesuatu yang
termuat dalam perjanjian kinerja ini dapat diwujudkan.

Sengkang, 02 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Wajo,

Drs. FAISAL
NIP. 19650712 199003 1 015
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Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

- BAB |

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencakup
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek
hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan
daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang
seluas-luasnya  kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan
negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa
Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan
prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Ayat 2
menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan disusun secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Kebijakan pemerintah
lainnya yang mengatur adalah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan
dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengihktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam
rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sesuai Pasal 5

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi salah satu perjanjian kinerja, serta
Pasal 9 ayat (2) menyebutkan perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator
kinerja dan target kinerja, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa indikator kinerja
memenuhi kriteria spesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai
(attainable), berjangka waktu tertentu (#me bound) dan dapat dipantau dan dikumpulkan
(trackable).

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja Perubahan, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah dilampirannya menyatakan bahwa perjanjian kinerja adalah
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (oufcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome vyang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
mengakibatkan terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.Sejalan dengan
tuntutan tersebut di atas, maka pihak yang diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja adalah
Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota yang meliputi
pimpinan tinggi (Gubernur / Bupati / Walikota) dan pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD).Olehnya itu, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan -
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan dan selanjutnya dipakai sebagai
pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun berkenan. Dimana pada akhir
periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran

pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2023 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarama dan Prasarana Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Nasional;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 1447);
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan RKPD Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 590);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2010 Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 286);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

30. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Beita
Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Weajo Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2001 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
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Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wajo Tahun 2012 Nomor 66);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wajo Nomor 109);dan

35. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wajo Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah
Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 142).

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam penyusunan perjanjian kinerja, maka disusunlah tujuan dari penyusunan

perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

1.4. GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.4.1. Tugas, Fungsi dan Struktu Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Wajo dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan
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kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
a. Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan Kabupaten Weajo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2021, Pasal 5, Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan
kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan mempunyai fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendidikan;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan
kewenangannya;
4) Pengelolaan administrasi umum  meliputi ketatalaksanaan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
5) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
c. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo beserta tugas
pokok yang diemban berdasarkan Perbup. No. 102 Tahun 2017 pada pasal 4 , adalah
sebagai berikut :

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

e. Bidang Kebudayaan

f. Bidang Pembinaan Ketenagaan

g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan
c.  Sub Bagian Keuangan dan BMD.

(3) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,

membawabhi:
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a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

¢. Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda.

(4) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawabhi :

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

¢. Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda.
(5) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

c. Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda.
(6) Bidang Kebudayaan, membawahi :

a. Pamong Budaya Ahli Muda
(7) Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah Pertama

1.4.2. Kondisi Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Tiap Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional.
KEPALA DINAS
Tugas :
Memimpin, merumuskan kebijakan umum dan teknis, mengoordinasi, mengawasi,
mengevaluasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas pendidikan dan
kebudayaan.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan dinas;
2. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
dinas;
3. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.
Tugas Pokok :
a. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pendidikan
dan kebudayaan;
b. Memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua
kegiatan dinas dilingkup dinas pendidikan dan kebudayaan;
¢. Merumuskan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama dan
kebudayaan serta pembinaan ketenagaan;
d. Menetapkan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan opersioanal

dan program serta perencanaan strategis pendidikan anak usia dini dan pendidikan
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nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kabupaten sesuai dengan
kebijakan dan perencanaan strategis pendidikan nasional;

e. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;

f. Melaksanakan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan
nasional untuk tingkat kabupaten;

g. Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada bagian
terkait dalam sekretariat daerah;

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan
memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKRETARIAT
1. Kepala Sub Bagian Keuangan
Tugas :
Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah.
Fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan dan barang milik daerah.
b. Pelaksanaan kebijakan sub bagian keuangan dan barang milik daerah.
¢. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan sub bagian keuangan dan barang milik daerah.
d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif sub bagian keuangan dan barang milik
daerah.
Tugas Pokok :
a. Menyusun bahan program kerja di sub bagian keuangan dan barang milik daerah;
b. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah;
c. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan
anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
d. Menganalisis data bahan penyusunan anggaran keuangan;
e. Menelaah laporan keuangan dan barang milik daerah;
f.  Menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan barang
milik daerah;
i.  Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
j- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Melaksanakan pelayanan urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan administrasi

kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi umum lainnya.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

b. Pelaksanaan kebijakan sub bagian umum dan kepegawaian;

c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif sub bagian umum dan kepegawaian.

Tugas Pokok :

a. Menyusun bahan rencana program kerja di sub bagian umum dan kepegawaian;

b. Melaksanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas dapat terlaksana secara
efektif dan efisien;

c. Melaksanakan urusan  ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi,
ketatalaksanaan, perjalanan dinas dan keprotokolan;

d. Menyusun bahan  rancangan peraturan perundang-undangan dengan fasilitasi
bantuan hukum;

e. Melaksanakan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi
pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi,
cuti, izin/tugas belajar, mutasi, kartu pegawai, karsu/karis, taspen, penyelesaian
angka kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan di lingkungan dinas
pendidikan dan kebudayaan;

f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan
hubungan masyarakat dibidang pengelolaan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan nonformal, dan
kebudayaan;

Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai dan pengembangan kinerja pegawai;
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

i.  Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;

j- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian umum dan
kepegawaian;

. Menyusun laporan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pertanggung
jawaban pelaksanaan tugas;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

Tugas :

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan rencana

dan program pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan serta evaluasi dan

penyusunan laporan kegiatan capaian kinerja.

Fungsi :

a.

Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan penyusunan rencana program
kerja, rencana anggaran;

Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja kegiatan sub bagian
perencanaan dan pelaporan;

Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi sub bagian perencanaan dan

pelaporan.

Tugas Pokok :

a.

Menyusun bahan rencana program kerja, rencana anggaran di sub bagian
perencanaan dan pelaporan;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas
pendidikan dan kebudayaan;

Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana strategis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;

Melaksanakan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas dapat terlaksana secara
efektif dan efisien;

Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pokok dan Perubahan di lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

Melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Menyusun data pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan
pelaporan;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
Menyusun laporan sub bagian perencanaan dan pelaporan sebagai pertanggung

jawaban pelaksanaan tugas;

. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karir;
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n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan, menyusun, mengkoordinasikan, monitoring,
mengevaluasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini

dan pendidikan nonformal.
Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan nonformal;

c¢. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang pembinaan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non
stuktural dalam lingkup bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Tugas Pokok :

a. didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan Melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

b. Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini

dan pendidikan nonformal;

c. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan nonformal;

d. Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta pendidikan
nonformal;

f.  Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal sesuai dengan kurikulum nasional;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru dan penilaian hasil
belajar peserta satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

h. Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan

nonformal;
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i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana,serta peserta didik dan pembangunan karakter
pendidik anak usia dini dan pendidikan non formal;

j- Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

k. Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

. Menyusun laporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana pras
arana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan
pedidikan nonformal;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
Tugas :
Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan penilaian pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal.
Fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;
b. Pelaksanaan kebijakan seksi kurikulum dan penilaian;
c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;
d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kurikulum dan penilaian
Tugas Pokok :
a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan
penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
b. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria
penilaian pendidikan nonformal;
c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
d. Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai dengan kurikulum nasional;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru satuan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal;
f.  Melaksanakan analisis hasil belajar peserta pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;
g. Melaksanakan supervise pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
h. Memantau dan mengevalusi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal;

i.  Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
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j.  Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

k. Menelaah laporan pengawas taman kanak-kanak dan penilik nonformal terkait
kurikulum dan penilaian;

I.  Menyusun laporan seksi kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Tugas :
Menyusun pemberdayaan kelembagaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan,
rehabilitasi, pemeliharaan, pengadaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan

pendidikan nonformal.
Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;

b. Pelaksanaan kebijakan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;

c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;

d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kelembagaan dan sarana prasarana.
Tugas Pokok :

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan
sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

c. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian,penataan dan penutupan satuan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

d. Memfasilitasi pelaksanaan Akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal;

e. Melaksanakan pemutakhiran data sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

f.  Menfasilitasi pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal;

g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

h. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;

i.  Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

j- Menelaah laporan pengawas taman kanak-kanak dan penilik nonformal terkait

kelembagaan dan sarana dan prasarana;
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k. Menyusun laporan seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal;
I.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Tugas :
Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak

usia dini dan pendidikan nonformal.
Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;
b. Pelaksanaan kebijakan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;
c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan

kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;

d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi peserta didik dan pembangunan

karakter.
Tugas Pokok :

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan minat, bakat,
prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal;

d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

f.  Menelaah laporan pengawas taman kanak-kanak dan penilik nonformal terkait
peserta didik;

Menyusun laporan seksi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan, menyusun, mengkoordinasikan, monitoring,

mengevaluasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.
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Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah dasar;

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan sekolah dasar;

c¢. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah
dasar dan

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non
stuktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah dasar.

Tugas Pokok :

a. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

b. Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;

d. Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan sekolah dasar;

e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan dibidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah dasar;

f.  Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penuturnya dalam daerah kabupaten;

g. Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar Sekolah Dasar;

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru dan penilaian hasil
belajar peserta didik satuan pendidikan Sekolah Dasar;

i.  Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan pemberian bantuan sarana prasarana satuan
pendidikan Sekolah Dasar;

j- Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakter sekolah dasar;

k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

. Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan sekolah dasar
sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;

m. Menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undanganyangberlaku.

1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
Tugas :
Melaksanakan penyusunan dan pengembagan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar.
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Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;

b. Pelaksanaan kebijakan seksi kurikulum dan penilaian;

c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;

d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kurikulum dan penilaian

Tugas Pokok :

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan
penilaian sekolah dasar;

b. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria
penilaiansekolah dasar;

¢. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian sekolah dasar;

d. Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar Sekolah
Dasar;

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru satuan
pendidikan Sekolah Dasar;

f.  Melaksanakan analisis hasil belajar peserta didik satuan pendidikan Sekolah Dasar;

g. Melaksanakan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada
Sekolah Dasar;

h. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penuturnya dalam daerah kabupaten;

i.  Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;

j- Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

. Menelaah laporan pengawas Sekolah Dasar terkait kurikulum dan penilaian;

m. Menyusun laporan seksi kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Tugas :
Menyusun pemberdayaan kelembagaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan,
rehabilitasi, pemeliharaan, pengadaan sarana prasarana pendidikan Sekolah Dasar.
Fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
b. Pelaksanaan kebijakan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan

kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
]
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d.

Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kelembagaan dan sarana prasarana.

Tugas Pokok :

a.

Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan,
sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;

Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana
Sekolah Dasar;

Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

Memfasilitasi pelaksanaan Akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal;

Melaksanakan pemutakhiran data kelembagaan, sarana dan prasarana satuan
pendidikan Sekolah Dasar;

Menfasilitasi pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan Sekolah
Dasar;

Memantau dan mengevaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

Menelaah laporan pengawas sekolah dasar terkait kelembagaan, sarana dan
prasarana;

Menyusun laporan seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Tugas :
Melaksanakan pembinaan kesiswaan dan pengembangan karakter peserta didik

Sekolah Dasar.

Fungsi :

a.
b.

C.

Penyusunan rencana kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;
Pelaksanaan kebijakan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;
Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;

Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi peserta didik dan pembangunan

karakter.

Tugas Pokok :

a.

b.

Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik
sekolah dasar;

Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan minat, bakat,

prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
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¢. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;

d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas:;

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

f. Menelaah laporan pengawas Sekolah Dasar terkait peserta didik dan
pembangunan karakter;
Menyusun laporan seksipeserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Tugas :
Melaksanakan penyiapan perumusan, menyusun, mengkoordinasikan, monitoring,

mengevaluasi dan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah

Pertama.

Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah menengah pertama;

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan sekolah menengah
pertama;

c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah
menengah pertama; dan

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non
struktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

Tugas Pokok :

a. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

b. Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah
pertama;

c. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local sekolah
menengah pertama;

d. Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan sekolah menengah pertama;

e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan

pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
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f.  Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar Sekolah
Menengah Pertama;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru dan penilaian hasil
belajar peserta didik satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

h. Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan pemberian bantuan sarana prasarana satuan
pendidikan sekolah menengah pertama;

i. Memantau dan mengevaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah
pertama;

j- Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

k. Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan sekolah menengah
pertama sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;

. Menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

Tugas :
Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pengembangan kurikulum dan

penilaian Sekolah Menengah Pertama.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;

b. Pelaksanaan kebijakan seksi kurikulum dan penilaian;

c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;

d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kurikulum dan penilaian

Tugas Pokok :

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan
penilaian sekolah menengah pertama;

b. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria
penilaian sekolah menengah pertama;

¢. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
sekolah menengah pertama;

d. Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar Sekolah
Menengah Pertama;

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru satuan pendidikan
Sekolah Menengah Pertama;

f.  Melaksanakan analisis hasil belajar peserta didik satuan pendidikan Sekolah

Menengah Pertama;
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g. Melaksanakan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada
Sekolah Menengah Pertama;

h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah
menengah pertama;

i.  Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;

j.  Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

k. Menelaah laporan pengawas sekolah menengah pertama terkait kurikulum dan
penilaian;

I. Menyusun laporan seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Tugas :
Menyusun pemberdayaan kelembagaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan,

rehabilitasi, pemeliharaan, pengadaan sarana prasarana pendidikan Sekola Menengah

Pertama.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;

b. Pelaksanaan kebijakan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;

c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;

d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kelembagaan dan sarana prasarana.
Tugas Pokok :

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan
sarana prasarana sekolah menengah pertama;

b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana
prasarana sekolah menengah pertama;

¢. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan
pendidikan sekolah menengah pertama;

d. Memfasilitasi pelaksanaan Akreditasi satuan pendidikan sekolah menengah
pertama;

e. Melaksanakan pemutakhiran data sarana prasarana satuan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;

f.  Menfasilitasi pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;

g. Memantau dan mengevaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah
menengah pertama;

h. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
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i.  Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

j.  Menelaah laporan pengawas sekolah menengah pertama terkait kelembagaan,
sarana dan prasarana;

k. Menyusun laporan seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah
pertama;

I.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
Tugas :
Melaksanakan pembinaan peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik

sekolah menengah pertama.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;

b. Pelaksanaan kebijakan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;

c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;

d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi peserta didik dan pembangunan
karakter.

Tugas Pokok :

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik
sekolah menengah pertama;

b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan minat, bakat,
prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didiksekolah menengah pertama;

d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

f.  Menelaah laporan pengawas sekolah menengah pertama terkait peserta didik dan
pembangunan karakter;

g. Menyusun laporan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah
pertama;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan, menyusun, mengkoordinasikan, monitoring,

mengevaluasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan.

Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kebudayaan;

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kebudayaan;

c¢. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
kepala seksi dalam lingkup bidang kebudayaan;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang
kebudayaan.

Tugas Pokok :

a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan
komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

c. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat
pelakunya dalam daerah kabupaten;

d. Melaksanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya
dalam daerah kabupaten;

e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang
masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;

f.  Menyusun bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah
kabupaten;

Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;

h. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar
budaya peringkatkabupaten;

i.  Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar
kabupaten;

j- Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;

k. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dibidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan
komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

. Memantau dan mengevaluasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan
museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan
lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

m. Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan kebudayaan

sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
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n.

Menyusun laporan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum
kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga
adat, dan pembinaan kesenian;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pamong Budaya Ahli Muda

Tugas :

Memelihara situs cagar budaya, menyelenggarakan pengembangan dan pelestarian

nilai budaya dan penyimpanan benda purbakala dimuseum.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi cagar budaya dan permuseuman;

b. Pelaksanaan kebijakan seksi cagar budaya dan permuseuman;

c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan seksi cagar budaya dan permuseuman;

d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi cagar budaya dan permuseuman.

Tugas Pokok:

a. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta
permuseuman;

b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar
budaya dan pelestarian cagar budaya;

¢. Melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan,
dan pemanfaatan museum;

d. Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke
luar daerah kabupaten;

e. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang registrasi
cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;

f.  Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;

g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

h. Memantau dan mengevaluasi satuan Cagar Budaya dan Permuseuman;

i.  Menyusun laporan dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar
budaya;

j-  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pamong Budaya Ahli Muda

Tugas :
Menanamkan nilai sejarah dan melaksanakan pelestarian nilai tradisi yang

berkembang didaerah.
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Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi Sejarah dan Tradisi;

b. Pelaksanaan kebijakan seksi sejarah dan tradisi;

¢. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan seksi sejarah dan tradisi;

d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi sejarah dan tradisi.

Tugas Pokok :

a.

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan
pembinaan komunitas danl embaga adat;

Melaksanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi;

Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang sejarah,
tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan
lembaga adat;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

Memantau dan mengevaluasi satuan sejarah dan tradisi;

Menyusun laporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda,
dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pamong Budaya Ahli Muda

Tugas :

Melaksanakan pelestarian nilai seni yang berkembang didaerah.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kesenian;

b. Pelaksanaan kebijakan seksi kesenian;

c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan seksi kesenian;

d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kesenian

Tugas Pokok:

a.

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan pembinaan kesenian;

Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kesenian;

Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
pembinaan kesenian;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
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e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

f. Memantau dan mengevaluasi satuan kesenian;
Menyusun laporan di bidang pembinaan kesenian;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
Tugas :
Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang

pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengahpertama, dan pendidikan
nonformal.

Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan ketenagaan;

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan ketenagaan;

c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
kepala seksi dalam lingkup bidang pembinaan ketenagaan;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang
pembinaan ketenagaan.

Tugas Pokok :

a. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dibidang pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

b. Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan
pendidikan non formal;

c. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan
pendidikan nonformal;

d. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan
tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama dan pendidikan nonformal;

e. Melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan kelebihan dibidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

f. Menyusun data base dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan
pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar serta sekolah menengah

pertama;
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g. Menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasi bagi
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan
nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

h. Melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan
pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama;

i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan mutu dan
profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

k. Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan ketenagaan sebagai
bahan pembinaan dan pengembangan karir;

I.  Menyusun laporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik
anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar

Tugas :
Melaksanakan pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Dasar

Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
sekolah dasar;

b. Pelaksanaan kebijakan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah
dasar;

c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar;

d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan sekolah dasar.
Tugas Pokok :

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar;

b. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan
pendidikan sekolah dasar;

€. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
satuan pendidikan sekolah dasar;

d. Melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan kelebihan dibidangpembinaan

pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar;
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e. Menyusun database dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
satuan pendidikan sekolah dasar;

f. Menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasi
bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikansekolah dasar;

g. Melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan
pendidikan sekolah dasar;

h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan mutu
dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan
sekolah dasar;

i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;

J-  Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;

k. Menyusun laporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan
pendidikan sekolah dasar;

I.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Tugas :
Melaksanakan pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Menegah Pertama.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
sekolah menengah pertama;

b. Pelaksanaan kebijakan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah
menengah pertama;

c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah
pertama;

d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan sekolah dasar.

Tugas Pokok :

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama;

b. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
satuan Sekolah Menegah Pertama;

€. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
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d. Melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan kelebihan dibidang pembinaan

pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
Menyusun database dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
Menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasi
bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah
Menegah Pertama;
Melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan
pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan mutu
dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan
Sekolah Menegah Pertama;
Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karir;
Menyusun laporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan
pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gambar L.1.
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

STRUKTUR ORGANISASI W
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. WAJO Y
Alamat : JIn. Jenderal Akhmad Yani No. 27 Sengkang ==

KABID PEMBINAAN KABID PEMBINAAN KABID PEMBINAAN
PAUD DAN PNF

KAS| KURIKULUM KASI KURIKULUM KASI KURIKULUM
DAN PENILAIAN DAN PENILAIAN DAN PENILAIAN

KAS! KELEMBAGAAN KAS| KELEMBAGAAN KAS| KELEMBAGAAN KASI PENDIDIK DA TENAGA KEPENDIDIAN
DAN SARANA PRASARANA- DAN SARANA PRASARANA DAN SARANA PRASARANA SEXOLAH MENENGAH PERTAMA

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KASUBAG KEUANGAN

SEKOLAH DASAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo 2023
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1.4.3. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh

instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo memiliki sumber daya manusia

sebanyak 243 orang, rincian sebagai berikut:

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengawas, Penilik dan Unit

Pelaksana Teknis

No. Lokasi Jumlah PNS = Jumlah Non PNS
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Pegawai Struktural 48 -

- Pegawai Fungsional 5 -

Penyetaraan 69 -
- Pegawai Fungsional Pengawas 30 -
- Pegawai Fungsional Penilik
Jumlah 152

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2023

Tabel 1.2.

Kualifikasi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

berdasarkan Pendidikan

No. Jenjang Pendidikan Jumlah PNS = Jumlah Non PNS
1. S3 1 -
2. $2 49 2
3. S1 88 53
4. Diploma 1 -
5. SMA 8 16
6. SMP - -
7. sD - -
Jumlah 147 71

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2023
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Tabel 1.3.

Kualifikasi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

berdasarkan Golongan/ Pangkat

No. Pangkat/ Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah PNS

1. Golongan IV 50 43 93

2.  Golongan lll 25 24 49

3. Golongan I 4 1 5

4.  Golongan | - - -
Jumlah 78 68 147

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2023

Tabel 1.4.

Kualifikasi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Laki-laki | Perempuan Jumlah PNS

1. Eselon Il 1 - 1

2.  Eselonlll 4 1 5

3. Eselon IV 2 10

4. Fungsional 54 45 99

5. Staf Pelaksana 11 21 32
Jumlah 78 69 147

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2023

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB |

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan

perjanjian kinerja, tujuan penyusunan perjanjian kinerja, gambaran umum Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, struktur organisasi dan tata kerja, dan sistematika

penulisan.

Pada Bab ini

menjelaskan mengenai

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

perencanaan strategis yang Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 — 2024, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, arah kebijakan.

BAB Ill PENUTUP
Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari perjanjian kinerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023.
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44 s

PERENCANAAN DAN PERJANJIANKINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan, = pembangunan dan  pelayanan
masyarakat di Kabupaten Wajo berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Wajo Tahun 2005 -2025,
dengan visi RPJP Kabupaten Wajo Tahun 2005 -2025 adalah “Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat Dengan Jiwa Kemandirian dan Pemerintahan Yang Demokratis Bernafaskan
Keagamaan*“,yang memiliki makna,yaitu:

a. “Pemerintah Yang Bersih dan Religius” adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang
Mengedepankan prinsip akuntabilitas, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN), Transpransi dan Partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur falsafah masyarakat Wajo, Maradeka to wajoe
taro pasorogaukna, naisseng alena, adekna napopuang dan Prinsip 3S (Sipakatau,
Sipakainge dan Sipakalebbi), serta berpegang teguh pada Agama.

b. “Sejahtera” adalah Kondisi Perekonomian masyarakat yang senantiasa meningkat dan
mapan untuk memenuhi kehidupan yang layak ditandai dengan meningkatnya pendapatan
perkapita masyarakat, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, menurunnya
tingkat kemiskinan, menurunnya indeks rasio dini dan menurunnya tingkat pengangguran
terbuka. Serta Terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar masyarakat serta kemudahan bagi
masyarakat dalam berkarya dan mengaktualisasi diri.

C. “Berdaya Saing”adalah Kondisi kemampuan daerah untuk memamfaatkan potensi Unggulan
Daerah yang dimiliki Kabupaten Wajo sebagaimana diibaratkan "Mangkalungu Ribulue,
Massulappe Ripottanangnge, Mattodang Ritasi Tappareng" dengan pengelolaan secara
optimal, inovatif dan didukung dengan Sumber Daya Manusia berkualitas, serta teknologi
informasi guna mewujudkan daya saing komparatif dan kompetitif secara Mapan dan
Mandiri, sehingga tercipta Kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Wajo yang memiliki
keunggulan komparatif baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maupun kualitas SDM
yang mampu menjawab berbagai tantangan regional maupun global.

d. “Wajo Terdepan” adalah Terbangunnya keinginan dan semangat yang kuat untuk bekerja
secara bersama untuk mewujudkan Kabupaten Wajo sebagai daerah Terdepan di Sulawesi
Selatan yang berfokus pada pembangunan manusia, secara berkelanjutan dengan

meningkatkan inovasi dan integritas guna menjadi salah satu barometer di Sulawesi selatan.

Dalam mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Weajo Tahun 2005 - 2025 tersebut
ditetapkan misinya yaitu:
a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.
b. Meningkatkan Kualitas Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Cerdas, Sehat dan Beriman.
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C. Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Dasar Daerah Yang Berwawasan
Lingkungan.

d. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Merata dan Berkeadilan.

2.1.1. Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Tahun
2019 -2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten
Wajo, maka akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah perlu ditingkatkan, termasuk oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten
Wajo. Untuk memenuhi hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Wajo
merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

2.1.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
a. Tujuan
Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi
yang merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan, dan bersifat spesifik, realistis,
terukur, dan dapat dicapai dalam periode waktu yang telah direncanakan. Dengan
ditetapkannya tujuan organisasi maka dapat diketahui dengan jelas apa yang harus
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi target untuk periode lima tahun ke depan
Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019-

2024 yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Aksebilitas Pendidikan serta Penguatan dan

Pengembangan Kebudayaan Daerah”

b. Sasaran

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat
direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Sasaran yang hendak dicapai oleh

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1.  Meningkatnya Kualitas lulusan pendidikan dasar.

2. Meningkatnya Aksebilitas pendidikan.

c. Strategi

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD
Kabupaten Wajo. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan kebudayaan
tahun 2019-2024 dirumuskan bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang
mengacu pada RPJIMD Kabupaten Wajo tahun 2019 -2024 dan evaluasi
capaian kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2018.

d. Kebijakan
Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. Menuntaskan target program perencanaan jangka menengah pada tahun

2014 sampai tahun 2019;

Page 33



Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

2.

2.2.

Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi umum Perkantoran dinas

Pendidikan dan Kebudayaan;

. Peningkatan Pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal;
Peningkatan kualifikasi dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan
lainnya;

Pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan Informasi;

Penyusunan anggaran pendidikan berbasis kinerja;

Sekolah sebagai pusat sumber budaya dan ilmu pengetahuan;

Tindak lanjut Pemetaan sekolah dan penyempurnaan database pendidikan;

Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan pendidikan.

. Pelayanan pendidikan gratis; serta

. Pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat sebagai stekcholder

pendidikan.

PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Wajo tahun 2023, telah menetapkan sebagaimana lampiran perjanjian kinerja, dengan

jumlah 9 program 19 kegiatan 103 sub kegiatan serta  alokasi anggaran  sebesar

Rp.

329.707.705.492 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta

Tujuh Ratus Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Untuk lebih jelasnya mengenai perjanjian kinerja dimaksud dapat dilihat pada

lampiran.
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BAB [l
PENUTUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo sebagai salah satu instansi

dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo,sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diwajibkan menyusun perjanjian kinerja.
Perjanjian kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan sasaran
strategis dengan memuat indicator kinerja dan target kinerja untuk melaksanakan program/
kegiatan.Perjanjian kinerja Perubahan yang terukur berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang
serta sumberdaya yang tersedia .Kinerja yang disepakat tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun — tahun sebelumnya,sehingga target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup oufcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun

sebelumnya,mengakibatkant erwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar untuk
melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja.
Perjanjian kinerja mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam Mewujudkan tugas
pokok dan fungsi pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Wajo

Pengukuran pencapaian perjanjian kinerja, akan dilakukan melalui penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk evaluasi dari hasil

pelaksanaan perjanjian kinerja dimaksud.
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :  Drs. FAISAL

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama :  Dr.H.AMRAN MAHMUD,S.Sos.,M.Si

Jabatan : Bupati Wajo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

. Sengkang,  Januari 2023
*  Pihak Kedua, E Pihak Pertama,
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KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. WAJO

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) @ (3) (4)
Rata - Rata Realisasl Kegiatan
1 Meningkatnya Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100%
Persentase WNI umur 5 - 6 tahun
yang berpartisipasi dalam 100%
2 Meningkatnya Program Pengelolaan pendidikan PAUD
Pendidikan Persentase WNI umur 7 - 15 tahun
yang berpartisipasi pada D/ Ml / 100%
SMP/ MTS
. Persentase penerapan kurikulum
M
3 Kuer'\mgkatya Program Pengembangan muatan lokal pada jenjang 100%
rikulum i
pendidikan dasar
4 Meningkatya Program Pendidik dan Tenaga |Persentase Peningkatan Pendidik 100%
Kependidikan dan Tenaga Kependidikan
5 Meningkatya Program Pengembangan Persentase Capalan Pengembangan 100%
Kebudayaan budaya
6 Meningkatya Program Pengembangan Persentase Capalan Pengembangan 100%
Kesenian Tradisional Kesenian Tradisional
Persentase Pembinaan Sejarah Lokal
7 | Meningkatnya Program Pembinaan Sejarah |dalam 1 (Satu) Dalam daerah 100%
Kabupaten/Kota
8 Meningkatnya Program Pelestarian dan Penetapan cagar Budaya Peringkat 100%
Pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten/Kota
i Persentase sarana dan prasarana 100%
9 | Meningkatnya Program Permuseuman inuseum yang terpelihara °
No Program Anggaran Keterangan
1 Program Pengelolaan Pendidikan Rp 96.835.724.000,00
2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Rp 232.446.132.092.00
Daerah
3 Program Pengembangan Kurikulum Rp 65.849.400,00
4 Progran? Iliedldlk dan Tenaga Rp 15.000.000,00
Kependidikan
5  Program Pengembangan Kebudayaan Rp 65.000.000,00
6 Prog.ram Pengembangan Kesenian Rp 95.000.000,00
Tradisional
7  Program Pembinaan Sejarah Rp 100.000.000,00
8 Program Pelestarian dan Pengelolaan Rp 55.000.000.00
Cagar Budaya
9  Program Pengelolaan Permuseuman Rp 30.000.000.00
Rp 329.707.705.492,00
Sengkang, Januari 2023

BUPATI WAJO

y A

Dr.H. AMRAN MAHMUD,S.50s., M.Si

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

ip.19650712 199003 1 015
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KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. WAJO

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya Kualitas Lul Pendidikan Dasar
V| GasAUS | usan Pendidikan Lasar) s ngka Lulusan (AL) SD / SMP 100%
Angka partisipasi kasar (APK) si;); '?ga
PAUD, D & SMP -
5 | Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Dasar dan PAUD = 60,80
PAUD . ; SD = 100
Angka partisipasi murni (APM) SMP = 100
PAUD, SD & SMP PAUD = 64
Persentase Peningkatan Lembaga 100%
o (+]
. Adat/Sanggar Budaya yang aktif
Penyelenggaraan festifal dan Revitalisasi
3 .
Cagar Budaya Persentase Peningkatan Jumlah
Tradisi/Cagar Budaya yang 100%
Dilestarikan
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian : fa s
4 | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Persentass Capelan Rinerja 100%
Daerah Program Perangkat Daerah

BUPATI WAJO

\ A\~

Dr.H. AMRAN MAHMUD,S.505., M.Si

Sengkang, Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

s. FAISAL

Ppngkat : Pembina Tk.|
jp.19650712 199003 1 015

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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KEPALA KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
m (2) (3) (4)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1 7 Dokumen
Daerah (Dokumen)
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
2 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan fuish Dokulmen Peruba'han FRA-SiLrstany
3 RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
4 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Jum.Iah Dokyme_n Pervisatian OPA-SKRD daiv Lipars
5 DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan 1 Dokumen
DPA-SKPD (Dokumen)
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1l
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan |khtisar peran
Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)
7 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 6 Laporan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang hurplsh Oran_g yang Mengllusti Bimbingan Teknis
8 Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17 Orang
Undangan
(Orang)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis ijmtah Dokurpen Dukungan -Pelaksanaar.t
9 |Elektronik pada SKPD Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 3 Dokumen
¥ P SKPD (Dokumen)
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS -
10 |Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar (SatuanPendidikan) 397 Satuan Pendidikan
- . Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat
n Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah 25 Orang
Dasar
Dasar (Orang)
Jumlah Sekolah Menengah pertama yangMengelola L
) 12 |Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pg_r't.ama Dana BOS (SatuanPendidikan) 84 Satuan Pendidikan
- Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam
13 Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 15 Orang

Menengah Pertama

(Orang)

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAARNL KAB.WAJO

Pafgkat : Penata Tk.l
NIP . 19810509 200502 1 006

= SENGKANG,

JANUARI 2023

KEPALA KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PELAPORAN

~

l't 3 \:\\\\
\ : ﬁ\\ ‘.‘;“RI

"

DARNAWATI, S. AP., M. AP

Pangkat : Penata Muda Tk.
NIP . 19820825 201101 2 004
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KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BMD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN WAJO
No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
. " F Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
1 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN (Orang/Bulan) 8400 Orang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan s Laporan Keua?nga.n AT Telion SEPG
2 Akhir Tahun SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 5 Laporan
L Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 12 La
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pt
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)
s Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik
4 |Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD (Dokumen) 1 Dokumen
P Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 17 Unit
atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan b
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
6 |dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau |Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 1 Unit
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya (Unit)
7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnys 5 Unit

Bangunan Lainnya

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB.WAJO

Pangkat :\Penata TK.I
NIP . 19810509 200502 1 006

SENGKANG,

JANUARI 2023

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BMD .
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.
WAJO

/7

' Pangkat : Pghata
NIP.19701103 200801 2 016




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
M (2) (3) 4)
i Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan T
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian (Dokumen)
2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumiah Paket Komponen Instalasi 5 Paket
Bangunan Kantor
3 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Paket
: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- o
4 Perundang-Undangan yang Disediakan 158 Dokumen
Undangan
(Dokumen)
5 Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 160 La
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) PorEn
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
6 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Menyurat (Laporan) 12 Laporan
. i i : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
7 Pfam{ed:aan H oL e Ly e Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
Listrik
(Laporan)
8 |Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 4 Laporan
i Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan
9 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 Laporan
10 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 1 Unit

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KA

Zaya

Pangkat : Penata TK.]
NIP . 19810509 200502 1 006

SENGKANG, JANUARI 2023

KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

RUSTAN, SE
Pangkat : Penata

NIP . 19800913 200701 1 004
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KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
(1) ) (3) (4)
. ’ . o Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya oo
1 |Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 30 Peserta Didik
; 3 Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang
5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dilaksanakan Pembinaan Kelembagasn dan o1 Setian Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

Manajemen (Satuan Pendidikan)

KEPALA BIDANG FAUD DAN PENDIDIKAN
NONHPRMAL

ALAMSYAH IR,S.Pd..MM
Pangkat : Pembina

NIP.19720822 199203 1 004

SENGKANG,

JANUARI 2023

KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN
PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MUHAMMAD AMIS SULTAN, S.5os

Pangkat : Eenata Tk.l
NIP. 197901042007011013




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target

(1) (2) (3) (4)

Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan

Metaksatiskan Rekomendos (SatuanPendidiary, | 218 Satimn Pendidikan

1 |Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang

Tersedia (Paket) 70 Paket

2 |Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD

Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses

Belajar (Peserta Didik) 100 Paserta £l

3 |Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

(SatuanPendidikan) 363 Lembaga

4 |Pengelolaan Dana BOP PAUD

5 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Jumlah Perlengkapan Pendidikan 50 Paket
Nonformal/Kesetaraan NonFormal/Kesetaraan yang Tersedia (Paket) N
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan 12 Satuan Pendidik
& Formal/Kesetaraan yangMengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) SRR Eedinian
SENCKANG, JANUARI 2023

D DAN PENDIDIKAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
AL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA BIDANG P,

ALAMSYAH TARIR.S.Pd.. MM
Pangkat ' Pembina

NIP.19720822 199203 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN SARANA PRASARAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON
FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1 Unit
PAUD yang Telah Dibangun (Unit) L
- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUDyang .
2 |Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Telah Dibangun (Unit) 7 Unit
3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 4 Uni
Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) et
4 |Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) 1 Paket
5 |Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) 9 Paket
. . ; . Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan .
6 |Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Melaksanakan Rekomendasi (SatuanPendidikan) 14 Satuan Pendidikan
§ . Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan -
7 |Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Seaiorbagnar dary Minaleen (SitbarBindidikan) 130 Satuan Pendidikan
No Sub Kegiatan Anggaran
L Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Rp 120.535.150
PAUD
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
2.
PAUD Rp 693.658.8?0
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang
3.
Kelas/Ruang Guru PAUD Rp 000000
4. Pengadaan Mebel PAUD Rp 10,900,000
5. Pengadaan Perlengkapan PAUD Rp 86,110,000
5 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan R
PAUD . P .
7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp
Jumlah Rp 1.090,204.000

KEPALA BIDANG PAU
NONFO

AN PENDIDIKAN
AL

ALAMSYAH TA$ R,5.Pd..MM
Pangkat : Pembina
NIP.19720822 199203 1 004

SENGKANG,

JANUARI 2023

KEPALA SEKS| KELEMBAGAAN SARANA
PRASARANA PAUD DAN PENDIDIKAN NON

ORMA

RUDI HARTONO,SE

Pangkat : Penata Tk.!
NIP . 19811011 200901 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima 234 Peserta Didik
Dasar Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) EaREa Adl
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang
2 |Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 300 Peserta Didik
(Peserta Didik)

SENGKANG, JANUARI 2023

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH PENGEMBANG TEKNOLOG| PEMBELAJARAN
DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

qﬂy
Dra.MUNAWA LM.Si

Pangkat : Pembina

Pangkat : Penata
NIP . 19700219 200906 1 002 NIP.19650424 198803 2 018




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKS! KURIKULUM DAN PENILAIAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
(M (2) (3) (4)
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan .
! [Peserta Didik Proses Belajar dan Ujian (Satuan Pendidikan) 00 satuari Pendiciken
2 |Pengadaan Perlengkapan Siswa J(B':.Ilgh Perlengkapan Peserta Didik yangTersedia 125 Unit
Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang
3 |Pembinaan Kelembangaan dan Manajemen $Sekolah |Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan 142 Satuan Pendidikan

manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
'DASAR

LUKMAA UMAR, S.E
Pangkat : Penata
NIP . 19700219 200906 1 002

SENGKANG,

JANUAR| 2023

KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN
SEKOLAH DASAR




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKS| KELEMBAGAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

Dipindai dengan CamScanner

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Keglatan Target
) ) (3) (4)
1 |Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 35 Ruang
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah
2 |Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Dibangun (Ruang) 8 Ruang
3 |Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah g"g::l::‘u'(’;ﬁa Lr:;)“ Fiisehatart Setostaly yiig Toieh 12 Ruang
4 |Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang
(Ruang)
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
s Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utllitas Mendapatkan Fasllitasi Kenalkan Pangkat/Golongan, 21 Unit
Sekolah Pemberian Promosi.Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi (Orang)
6 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga 3 Unit
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) n
7 |Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas :;’:a'::)k”a"g Kelas yang Direhebiitaiiedang/Berat 75 Ruang
8 Rehabllitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yangTelah 7R
Sekolah/TU Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) uang
9 Rehabllitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan  |Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yangTelah 1 Ruan
Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) g
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDirehabilitasi
10 |Rehabilitasl Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sedang/Berat (Ruang) 1 Ruang
n Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang 8 Unit
Utilitas Sekolah Telah Direhabilitasi (Unit) o
Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga
Rehabllitasl Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala " b 4
12 Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah is:\?:{)ah yang Telah Di Rehabilitasi Sedang/Berat 3 Unit
13 |Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 161 Paket
4 |Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa ({’L;Te[:)h Alat Praktlk dan Peraga Slswa yang Tersedla 13 Paket
15 |Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang 15 Ruang
No Sub Kegiatan Anggaran
1 Penambahan Ruang Kelas Baru Rp 100.000.000
2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp 1.940,860.000
3 pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp 1.495,320.000
4 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rp 697,875,000
5 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Rp 1.580.220.000
Sekolah
6 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Rp 379.925.000
Sekolah/Guru/Pen)aga Sekolah
7 Rehabilitasl Sedang/Berat Ruang Kelas Rp 9,837,356,000
Rehabilitasl Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala R 676
. Sekolah/TU P ,702.100
9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Rp 63.720.900
Sekolah
10 Rehabllitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rp 123,832,000
Rehabilitasl Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan
n Unilitas Sekolah Rp 621,258,000
Rehabilitasl Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala
12
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rp et



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

13 Pengadaan Mebel Sekolah
14 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
15 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Jumlah

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
DASAR

Pangkat : Penata
NIP.19700219 200906 1 002

Rp 132,200,000
Rp 1,662,440,000

Rp 5.016,240,000

Rp  24,687,109.000

SENGKANG,  JANUARI 2023

KEPALA SEKSRNELEMBAGAAN SARANA DAN

NIP . 19731116 200701 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target

m (2) (3) (4)

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta|Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

Didik dan Ujian (Peserta Didik) 150 Peserta Didik

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang
2 |Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 210 Peserta Didik
(Peserta Didik)

3 |Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (Paket) 180 Paket

Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama
yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 138 Peserta Didik
(Peserta Didik)

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
Menengah Pertama

Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang

5 |Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |1y, /v Pembinaan (SatuanPendidikan)

148 satuan Pendidikan

Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal
6 Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) 1 Pl
Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
yang Tersusun (Dokumen) (SD/SMP) ER—
7 |Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal 471 Buku

Pendidikan yang dicetak

SENGKANG, JANUARI 2023

KEPALA BIDANG\PEMBRNAA KOLAH KEPALA SEKS| KURIKULUM DAN PENILAIAN
NENQAH PERTAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Dr.EDI PRAMONO MULIAWAN SE.IM.M ANDY USMAN, S. Sos
Pangkat\; Penata Tk. | ' Pangkat : Penata Tk. |
NIP . 19830497 201101 1 003. |, NIP.19820825 200701 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
(1) 2) (3) (4)
i k
1 |Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ju'mlah e 5 Ruang
Dibangun (Ruang)
R r— Jumlah Ruang Laboratorium yang TelahDibangun 4 Riidtig
(Ruang)
3 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, 6 Uni
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) ik
4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang 4 Uni
Sekolah Telah Dibangun (Unit) nit
— Jumlah Ruang kelas sekolah yang
5 |Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah TelahDirehabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 22 Ruang
W Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah
6 |Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 3 Ruang
— ; Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi
7 |Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sedang/Berat (Ruang) 1 Ruang
8 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang 2 Unit
Utilitas Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) n
9 |Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 1 Paket
10 |Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa i:::::; Alat Praktik dan Peraga Siswa yangTersedia 4 Paket
No Sub Kegiatan Anggaran
1 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp 1,250,158,780
2 Pembangunan Laboratorium Rp 1.900,267.000
Pembangunan Rumah Dinas Kepala
2 Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rp 11420,215.000
4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Rp 443.421.000
Sekolah
5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah ' Rp 3,624,225,003
6 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rp 822,047,000
7 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rp 338,520,217
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan
8 Utilitas Sekolah Rer 1623174000
9 Pengadaan Mebel Sekolah . Rp 32,700,000
10 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Rp 500,000,000
Jumlah Rp 10,494.071,000

KERALA DYINAS PENDIDIKAN
DA BUDAY
{
Dr.EDI PRAM:
Pangka¢ : Penata Tk.

NIP. 19830427 201101 1 P03

SENGKANG,

KEPALA SEKSI KELE
PRASARAN §

JANUARI 2023

AGAAN SARANA DAN

MENEGEH PERTAMA

AMIRULLAH,S.Sos"

Pangkat : Penata

NIP . 19830823 200701 1 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No.

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

Target

U]

(2)

(3)

(4)

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan
Proses Belajar dan Ujian (Satuan Pendidikan) IKM

200 Satuan Pendidikan

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan

2 ;5 e Pangkat/Golongan, Pemberian 350 Orang
Kepanshdiken: pasia Sstuan: Fendidikan Daser Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
(Orang)
Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses
3 |Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Belajar (Peserta Didik) IKM 200 Peserta
5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5340 O
bagi Satuan PAUD yangTersedia pada PAUD (Orang) rang
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
Pengerbangan Ko Pendidil den Tenags Mendapatkan Fasilitasi Kena.nkan
> |Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD patigra/tiolongan, Pettbari 15 Crang
P P Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
(Orang)
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan
6 |Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pangkat/Golongan, Pemberian 42 Orang
Nonformal/Kesetaraan Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
(Orang) (Pelatihan Tutor)
lah Dok Hasil Perhit dan Pemet
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Lzr: d? dik da:n%::a :s:@ e;n:j;r;f:: S;Ea:r;i;::
7 |Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD, dan ge "ep 1 Dokumen

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non
Formal/Kesetaraan (Dokumen)

KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

1%
NAJMIAH.S.Pd..M.Pd

Pangkat : Pembina TK.|
NIP . 197302171995012001

SENGKANG,

JANUARI 2023

RUDDIN.AM,S.1P,M.Si

Pangkat : Penata Tk.|
NIP.19780812 200502 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)

1 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 200 Pessit
Peserta Didik dan Ujian (Peserta Didik)IKM eena
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga sateiah: Pengici c.!a.n 'I.'enaga. Rapendidiken yang

2 o e Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan 148 Orang
Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP =

Pangkat/Golongan, Pemberian

3 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal :;;’:;?;E::YS;?; K::kl;:’emni:mlizalzoi_r:kz]t e 1000

Pendidikan Dasar e g RO el

(Orang)

KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
NAJMIAH,S.Pd..M.Pd

Pangkat : Pembina TK.I
NIP . 197302171995012001

SENGKANG,

JANUARI 2023

KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDI

N SMP

FAJAR SIRAJUDDIN,SE

Pangkat : Penata
NIP. 19820904 201405 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PAMONG BUDAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
Pelindungan, Pengembangan. Pemanfaatan Objek Ju_miah Ob]ek, Pemsjosn Kebudayaan: yang .
1 P : Kebud i Dilakukan Pelindungan, 20 Objek
emajuan udayaa Pengembangan,Pemanfaatan (Objek)
5 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang 10 leswibac
Kesenian Tradisional Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 8
Jumlah Objek C Bud Ditetapk
3 |Penetapan Cagar Budaya um-a Jel-agar Didaya yang LTiclapkan 20 Objek
(Objek)
Jumlah Objek C Bud Dilindungi
4 |Pelindungan Cagar Budaya um-a jek -agar Budaya yang Uilindung! 20 Objek
(Objek)
; Jumlah Pelayanan dan Akses MasyarakatTerhadap
5 Fetingkatan Relayanan dan Aees Marnyarekat Museum (Unit) (Dokumen Desain Grafis Museum 1 Unit
Terhadap Museum 2
Arung Matoa Wajo)

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs.SUDIRMAN,MH
Pangkat : Pembina

NIP . 19691231 200701 1 126

SENGKANG,

JANUARI 2023

PAMONG BUDAYA DINAS PENDIDIKAN DAN
KE

DAYAAN

MUHAMMAD DIRGANTARA, SE. M.Si.

Pangkatl:
NIP . NIP.19

Penata TK. |

309292011011001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PAMONG BUDAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)

1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarahyang 1 unit
Sejarah Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) e
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan |Jumlah Sekolah Menengah Pertama

2 1 Dokumen

Informasi Sejarah

yangDilaksanakan Pembinaan (SatuanPendidikan)

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs.SUDIRMAN,MH
Pangkat : Pembina
NIP . 19691231 200701 1126

SENGKANG,

JANUARI 2023

PAMONG BUDAYA DINAS PENDIDIKAN DAN

Pangkat : Penac{
NIP.19680522 199103 1 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PAMONG BUDAYA MUDA BIDANG KESENIAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN WAJO
No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target

(1) (2) (3) (4)
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Jumlah Sumber Daya !\A‘anusta Kesema'nTradmonai

1 M ' Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan 150 orang

Ghesss (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)

5 Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga, dan  |Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, 100
Pranata Kebudayaan Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) orang
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang

3 = I 1 Lembaga
Kesenian Tradisional

Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

f
Drs.SUDIRMAN,MH
Pangkat : Pembina
NIP . 19691231 200701 1 126

SENGKANG,

PAMONG BUDAYA MUD#

SABIR WAHAB, SP

JANUARI 2023

BIDANG KESENIAN

Pangkat : Penata
NIP . 19800425 201001 1 012
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